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SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 30/PJ/2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan Pengampunan Pajak.

B. Maksud dan Tujuan
1 Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan sebagai acuan prosedur pelaksanaan
Pengampunan Pajak.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan
Pengampunan Pajak.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi:

1 Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak
2. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pagjak dan Kantor Wilayah DJP
3. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
4, Tata Cara Pelaksanaan K egiatan Lainnya Sehubungan dengan Pengampunan Pajak
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengampunan Pajak
D Dasar
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
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l. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak

1. Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk
Pengampunan Pajak
a Penerimaan dan tindak lanjut penggjuan Surat Pernyataan Harta untuk

Pengampunan Pajak dilaksanakan oleh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat
Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di masing-masing Kantor Pelayanan
Pajak, dan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk
Pengampunan Pgjak di Kantor Wilayah DJP.

b. Pembentukan tim ditetapkan olen Kepaa Kantor Wilayah DJP dengan
menggunakan petunjuk sebagaimana Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal
ini.

2. Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

a Orang Pribadi atau Badan yang akan menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk
Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Surat Pernyataan) harus memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan yang akan menyampaikan Surat Pernyataan
belum memiliki NPWP, Orang Pribadi atau Badan tersebut wajib mendaftarkan
diri pada Kantor Pelayanan Pgjak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau kedudukan Orang Pribadi atau Badan.

C. Dalam hal status Wajib Pajak tersebut adalah Hapus (DE), Wajib Pajak tersebut
wajib mengaktifkan kembali NPWP-nya.

d. Dalam hal status Wajib Pajak tersebut adalah Non Efektif (NE), Kantor Pelayanan
Pajak wajib mengaktifkan kembali NPWP-nya.

e Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti pendaftaran

sebagaimana huruf b atau pengaktifan kembali NPWP sebagaimana huruf ¢ dan
huruf d dengan menggunakan prosedur yang mengatur tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.

f. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan mendaftarkan NPWP ke tempat tertentu di
dalam negeri, maka Petugas Pajak dapat memberikan NPWP bagi Wajib Pajak
yang belum memiliki NPWP atau mengaktifkan kembali NPWP bagi Wajib Pajak
yang berstatus DE atau NE.

3. Pemutakhiran Daftar Wgjib Pgjak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
atau Penyidikan
a Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan membuat dan

menyampaikan Daftar Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan atau Penyidikan:

1) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan oleh
Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan di Kantor
Wilayah DJP, maka Kantor Wilayah DJP wajib membuat dan
menyampaikan Daftar Wagjib Pagjak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan atau Penyidikan atau yang berkas penyidikannya telah
dinyatakan lengkap pada saat:

a) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan
kepada Wajib Pajak;

b) Surat Perintah Penyidikan diterbitkan; atau

C) Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana yang
Dinyatakan Lengkap diterbitkan oleh Kejaksaan.

melalui surat elektronik (email)/faksimile/media lainnya kepada Direktorat

Penegakan Hukum.

2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan oleh
Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan di Direktorat
Penegakan Hukum, maka Direktorat Penegakan Hukum membuat Daftar
Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau
Penyidikan, atau yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap.

3) Daftar Wajib Pajak sebagaimana angka 1) dan 2) dibuat dengan dibuat
dengan menggunakan contoh format sebagaimana Lampiran 20 Surat
Edaran Direktur Jenderal ini.

b. Direktorat Penegakan Hukum wajib merekam atau memutakhirkan Daftar Wgjib

Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan,
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